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ABSTRAK

Kakerasan terhadap anak merspakan suais fenomena socmal yang sering lerjadi pada saat ini ditengah-
tangah masyarakal Kekerasan yang dizlami oleh anak merupakan suatu lindakan yang manyebabkan
kerugizn fisik, psikis, maupun sekseal Untux menamin dan melindung: terpenuhingg hak-nak anak
diperluken suate kebijakaniupaya yang rasional pleh penegak hukum dalarn mengatasi masalah social
terhadap ansk. Qleh sebab ity penulis moembuat karya imizh berupa sknpst lenlang penerapan aturan
pidana UU NO. 23 Tahun 2002 dalam proses peradian tindak pidana kekerasan seksual ierhadap anak,
Mengzpakah tefadi perbadzan persepsi di kalangan penegak hukum terhadap znak. Metode penulis
gunakan dalarm poanulisan ini bersifat yoridis empins yallu pendekatan yang menekankan pada aspek
hukum {perundang-undangan) yang berkenzan dengan pokok masalah, dikatkan dengan prakiek
lzpangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat desknptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suaty ingdividy, keadaan, gejalafkelompek tertantu. Teknlk pengumpulan dzla yang penulis kakukan
adalah studi dokumen, observas: dan wawanca= langsung dengan penyidik, jaksa penuntut umuom, hakim
ai wilayah hukum PM. Payakumbuh, Sedangkan pergalaban data melslsi proses editing dan coding
kemudian data yang diparoleh dianalisis dengan analisis kualifatit Bardasarkan peneliian yang penulis
fakukan, bahwa penerspan aturan pidana UU No.23 tahun 2002 dalam proses peradilan tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anzk sudsh diterapkan semaksimal mungkin oleh para aparat penegak hukum
di Payakumbuh. Perbedaan persepsi yang ferfadl sebenamya hanyzlzh perbedaan yundis saja. Pada
Prnsipnya aparal penagak hukum mempunyai persamaan persepsi dalam manangani kasus tindak pidana
kekerasan seksual lerhadap anak dalam proses paradilan di wilayah bukum PN, Payakumbuh
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanganan permasalahan anak hingga Kini masih belum menjadi prioricas
utama dalam pembangunan. Padabal, anak menpakan sumber daya manusia yang
menentukan mass depan bangsa. Berbagal bentuk penyimpangan dan tindak
kekerasan terhadsp anak secara lisik maupun mental kian merebak. Data
Departemen Sosial tahun 2{H4 meacatal, jumlah anak yang jadi korban kekermsan
mencapal 48.326 anak “Ini harus segera ditindaklanjuti dan ditangani secara
terpadu dan terkeordinast melalul upaya terobosan yang lehil inovatif dan
integrative sesual dengan hak anak.™

Hal ini diperparah densan minimnys upayd pencegahan tindak pelecehan,
penslantaran. eksploitasi, perdagangan serta kekerasan terhadap anak. “Tindak
kekernsan terhadap anak amtara lain disebabken alch rendahnya pendidikan
keluarga, kemiskinan, dan nila tradizional yang mengangzap aoak merupakan hak
milik yang diperlakukan sekehendak orangua"™

WCokerasan seksusl merjedi kasus paling mencomjol beberapa tahun
helakangan ini, bahksn kasus kekerasan seksual terhadap anak di [ndonesia
menpalami peningkatan yang sangat tajar. mulai dari kasus pemerkosaan
nencabulan, sodomi, difacurkan, nelecehan seksual sampal kasus uszhe perkosaan.

Cara-dala vang menyenurkan jumian koropan Eekerasan seksual terhadap andk

' g chrior Chamsyvah dan Nina Tardjunani, 2008, Perin Menparusiiamasn Lalam 2R ST,
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hanvalah kasus-kasus yang diungkap ofeh pibak kepoelisian, jumlah ree! kasus
yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi jauh lebih besar. Kasus perkosaan
yang dilakukan oleh kerabat dekat korban misalnva, kasus-kasus semacam ini
biasanya baru terungkap setelah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingea
diperkirakan masih banyak kasus-hasus yang serupa  yang tidak pernah
terungkap,”

Undang-Undang Republik ladonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sudzh disahkan selama empat lahun akan tetapi pelaksanaan
di lapungan belum berjalan seperti yang dibarapkan. Belum ada persepsi yang
cama antara Penyidik, Jaksa, dan Hakim dalam menanpani kasus Kekersan
selsual terbadap anak. Pihak aparat peregak hukum temsebut cenderung lelh
menzgunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menungani kasus
welkerasan seksual terhadap anak ini darl pada mengeunakan Undang-Undang
Perlindungan Anak. Padabal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ind
memuat hukuman minimal untuk pelaky sehingga ada efek perjera uniuk yang
lainnyva.

Persoalan inl menimbulkan pemanvaan mengapa pencizak hukum helum
sepenuhnya menerapkan sanksi pidana UTJ Mo.23 Tahun 2002 dalam tindak
Lelerasan seksual terhadap anak. Kondisi demikian sering dibadapi oleh LBH
APIK. Jakara (Lembagza Bantuan Hubumy Asosiasi Perempuan inddonesia untuk
Keadilan) vang selalu kesulitan dalam meminta penegai hukum menggunakan

Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasan dari para penegak hukum selalu

wwiw.opoele.com, Keterasan Seasnal Fada AmatAndk q frdonesia, diakses jum 1500 WIS
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sarna vaim belum ada peraturan pelaksananys. Ada lagi penyidik vang menangani
Lasus kekerasan scksual vang dilakukan oleh anak, terhacap anak, menyatakss
hahwa techadap tersangka tidak dapat dikenakan Undang. -Lindang Perlindungan
Anak dengan alasan Undang-Undang tersebut hanya mengatur tindak kekerasan
arang dewasa terhadap anak I:Iruls:cm tindak kekerasan anak techadap anak ™

Undang-Undang Perlindungan Anak diadakan dengan (ujuan menjamin
terpenuhinya hak-hak anzk agar dapat hidup, mmbub, dan herkembane dan
berpartisipasi optimal  sesuai  harkat dan martabal kemanusizan, mendapat
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Salah satu alasan mengipa
Undang-Undang Perlindungan Anak hanus dilaksanakan adalah karena Undaog-
Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan
KLHE.

(el karena di antara aparat penegalk hukum masih belum terdapat
kesamaan persepst dalam melindungi anake dari kekernsan seksual maka bisa
t:.:1ja.d_i perbedaan antara jaksa dan hakim dalam menstapkan hukuman bags

terdalows, misalnva sajs ada sanksi yang cukup tingri berupa hukuman penjan:

___..—-—-—'_-'--_-_r
TJ&MH:mal Rp .:EID juta

g_]:ﬁ“'ﬂ‘uﬂﬁ%a.r}'llﬁ ;L?.sam dan
| Uhl-.,.lEﬂ";l'rﬁ
sencabulan terhadap anak dibandingkan dengar KATHE vang huL..u‘na.nn var relutif

maksimal 13 tahun dan minimal tiga tal

dun minimal Bp. 60 jula bagi tindakan

lebih dnean yain sembilan @hun penjara tanpa ada hukuman rinimalnya.’
Cekerasan seksual vang tegadi pada anak secara alommatis jusa membana
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tersehut dapat dirasakan oleh si anok sampal dewass, bahkan pada saal proses
pemeriksaanpun  si anak  diharuskan mendeskripsi  ulang  kejadian  yang
menimpanyva kepada penyidik, jaksa maupun di hadapan Hakim di persidangan.
Teaumatis vang timbul tidak berkenti sampai di sana, pemberian media massa
juga turut memperburuk keadaan psikis sianak selaku korban,

Perbedaan persepsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap
anak vang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu pilak Penyidik, Jaksa,
dan Hakim inilah vang mendoreng penulis tertarik mengambil judul skripsi yang
befudu! “PENERAPAN ATURAN PIDANA UL NO.23 TAHUN 2002 DALAM
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP ANAK® { STUDY KASUS DI WILAYAH HETE LW P,

PAYAKUMBUH )
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PENUTLP

A, KESIMPULAN

Dari wraian vang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil
kesimpulan:

I, Penerapan aturan pidana UTH No, 23 Tahun 2002 dalam proscs peradilan
tindak pidana kekerasan seksual terhadap arak sudah diterapkan semaksimal
mungkin oleh para aparat penegak hukum di Pavakumbuh . Hal ini disebakan
Learens UILT Mo, 23 Tahun 2002 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang yang
Vhisus di luar Kiab Undang-Undang Hokum Pidana (RUHP) yang mengamr
tekernsan seksual, Sesual dengan asas Lex Speciale Derogar Legt Cenerale, yang
maksudnya Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang
vang wmunt. Jadi dengan berlakunya Undang-TUndang ini maka Undang-Usndang
vani ada sebelurmnya hanya dijadikan sebagai subsidiair unmk memberikan
dakwaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anale. Oleh sehab it
dafam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan
halrimfvomis . UL Mo.23 Tahun 2002 ini harus diterapkan oleh pam penegak
hukum demi tercipianyva keadilan,

2 Perbedasn persepsi dad para penegak hukum dalam pemakaman techadap
ketenman pidana UL No.23 Tabun 2002, zehenarnya hanyalah suam perbedaan
secara yuridis atsu dengan kata lain hanya perbedaan dari pemalaman para

penegak hukum itu sendid terbadap ketentian oidana yang ada pada U Ne. 23
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Tahun 2002 tersebul, Perbedaan itu terjadi pada tahap penvidikan, Oleh sebab it

Jaksa Pepuntat Umwm vang hares menelini kembali kasus terscbut sebelum

perkara tersebut dilunpahkan ke pengadilan. Hakim akan memeriksa, mengadilic

dan memutuskan perkars tersebut sesies dengan ketentuan pidana dan Undang-

Undang vang berlaku untuk kasus kekerasan seksual tersebut sesuai denpan surat

dakwaan vang diajukan olch laksa Penuntit Umum terhadzp pelakue tindak pidana

kekerasan seksual,

B. SARAN

Ada beberapa saran vang perle dikemukakan dalam penulisan ilmizh i

diantaranva adalah :

1.

Lid
1

Hendaknya para penegak hukwm. baik penvidik, Jaksa Penuntut Umum.,
maupun Hakim harus berpegang teguh pada ketentuan Undzng-Undang
vang ielah menpatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
tersebut dengan menerapkan UL Moo 25 Tabun 2002 semazksimal
mungkin.

Hendaknyva Pemerintah Pusst dan Daerah, kepolisian menindsk tegas
pelakn kekerasan pada anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan
mengadakan sosialisasi secara rulin mengenai Kekerasan padsz anak.
Kementrian Pemberdavaan  Perempoan  dan Departemen  Sosial
bekerjasama membuat pusal rehabilitast anak korban kekerasan,
Hendaknva Masvarakat peks terhadap kekerssan pada anak dalam
keluarpa dengan melaporkan pada pihak berwajih, dimulsi dan vang

terkect] BT/RW. berperan  zktif dalam  mensosizlisasikan  dan
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menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak. tokoh masyambkat
memberikan contoh vang baik bagi masvarakatnva, melaksunasan
sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Hendaknva Keluarga, anggota keluarga menghargal, mendengarkan, dan
mempertimbangkan pendapat anak. orang tua tidak sclali menyalablkan

amak. komitmen antara orang tua dan anak bila anak salah tidak diberi

tindak kekemsan
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